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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 
 Ṭ ط 16

 Ẓ ظ B 17 ب  2

 ‘ ع  T 18 ت  3

 G غ  Ṡ 19 ث  4

 F ف  J 20 ج 5

 Q ق Ḥ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن  R 25 ر 10

 W و  Z 26 ز 11

 H ه S 27 س  12

 ’ ء Sy 28 ش  13

 Y ي Ṣ 29 ص  14

    Ḍ ض  15

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 
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a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 

gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fatḥah dan ya Ai يَ 

 وَ 
Fatḥah dan 

wau 
Au 

Contoh: 

  kaifaكيف:َ

 haulaََََهولَ:َ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ا /ي 

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah dan wau Ū ي  
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Contoh: 

  qāla:َ ق الَ 

م ى   ramā : ر 

qīlaََ : قِيْلَ 

  yaqūlu :َي قُوْلَُ

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة)َhidup 

Ta marbutah (ة)َyang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h.  

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu 

ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

طْف الَْ ةَُاْلَ  وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl:   ر 

ةَُ دِيْن ةَُالْمُن وّر   /al-Madīnah al-Munawwarah:   ا لْم 

 al-Madīnatul Munawwarah   

ةَْ  Ṭalḥah  :َ ط لْح 
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Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; 

dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf.  
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ABSTRAK 

 
Nama : Muhammad Narifki 

NIM : 180602088 

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  

Judul  : Peran Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Ditinjau Dari 

Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada 

UPKS PNPM Hijrah Mandiri Kecamatan 

Lhoknga) 

Pembimbing I  : Fithriady, Lc., M.A. 

Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag 

 

Kesejahteraan menjadi tujuan utama dalam pembangunan masyarakat, 

sehingga program seperti PNPM Mandiri diharapkan mampu mendorong 

tercapainya tujuan Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya ditinjau 

dari perspektif ekonomi syariah, dengan studi kasus pada UPKS PNPM 

Hijrah Mandiri di Kecamatan Lhoknga. Judul ini dipilih untuk mengkaji 

relevansi dan efektivitas program PNPM Mandiri dalam memberdayakan 

masyarakat, khususnya dalam konteks kesejahteraan yang sejalan dengan 

tujuan-tujuan utama Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan proses, dampak, dan 

pandangan masyarakat terhadap program tersebut. Sebanyak 15 informan 

terlibat dalam penelitian ini, yang terdiri dari 5 orang pengelola PNPM 

Mandiri Kecamatan Lhoknga dan 10 orang nasabah yang menerima dana 

pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri 

di Kecamatan Lhoknga berperan penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses permodalan untuk 

usaha mikro, sehingga membantu meningkatkan pendapatan, 

menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi beban ekonomi keluarga. 

Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, implementasi PNPM Hijrah 

Mandiri juga mencerminkan keselarasan dengan tujuan syariat Islam, 

karena tidak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi yang adil dan 

inklusif, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas, solidaritas sosial, 

dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.  

 

Kata Kunci: PNPM Mandiri, Pemberdayaan, Kesejahteraan, Maqashid 

Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri merupakan salah satu program pembangunan yang 

berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan 

kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ditingkat perdesaan dan 

perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang 

memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada 

masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses 

pembangunan (Jan, Hasan dan Janis, 2023). Permendagri RI 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, 

dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi 

yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya 

untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Inti 

pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk 

mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 

Sesuai ketentuan umum pasal 1 pada undang-undang 

Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan 

sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat hidup layak dan dapat 

melaksanakan tugas dan fungsi sosial. Penyelenggaraan 
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kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan 

berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dalam membentuk pelayanan sosial dan/atau seseorang 

yang berkerja baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang 

ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Sinaga, 

Tarigan dan Dewi, 2019). 

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi ideal yang 

mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara 

menyeluruh, baik dalam aspek materi maupun non-materi. Dalam 

konteks umum, kesejahteraan sering dikaitkan dengan tingkat 

pendapatan, akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, serta 

rasa aman dan keadilan sosial dalam masyarakat. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan masyarakat diukur dari sejauh 

mana kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, 

dan pendidikan dapat dipenuhi (BPS, 2022). Sementara itu, 

Soekanto (2005) menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya 

sebatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup 

aspek psikologis dan sosial. Dalam perspektif pembangunan, 

Todaro dan Smith (2012) menjelaskan bahwa kesejahteraan terdiri 

atas tiga nilai inti, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, 

memiliki harga diri, serta kebebasan dari penindasan dan 

keterbatasan. Sedangkan dalam pandangan Islam, kesejahteraan 

disebut sebagai falah, yaitu kondisi keberhasilan dan kebahagiaan 

dunia dan akhirat yang dicapai dengan menjaga lima prinsip utama 

dalam maqashid syariah, yakni agama (dien), jiwa (nafs), akal 
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(‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Chapra, 2000). Dengan 

demikian, kesejahteraan merupakan konsep yang holistik dan 

mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang saling 

terkait. 

Maka dari itu perlu adanya konsep pemberdayaan 

(empowerment) bagi masyarakat agar sejahtera. Konsep 

pemberdayaan merupakan strategi pembangunan yang digunakan 

dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. 

Konsep ini dimulai sekitar 1970-an, dan terus berkembang 

sepanjang dekade 1980-an. Pada awal gerakan moderen, konsep 

pemberdayan ini bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif 

baru dalam pembangunan masyarakat yang adil dan merata bagi 

seluruh rakyat Indonesia (Hikma, 2014:1). Terkait dengan itu, 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM Perdesaan atau Rural 

PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan 

masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya 

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan 

kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan 

mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 

1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh 

Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian 
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masyarakat agar mereka mampu mengelola sumber daya yang 

dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara 

berkelanjutan. Menurut Sudarmanto et al. (2020), pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat 

kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan dan 

keterbelakangan, dengan membangun kemampuan melalui 

dorongan, motivasi, dan pengembangan potensi mereka. Dalam 

perspektif pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat 

mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada masyarakat 

(people-centered), melibatkan partisipasi aktif warga 

(participatory), memberdayakan (empowering), dan berkelanjutan 

(sustainable).  

Lebih lanjut, Mardikanto (2010) menyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat atau 

memperkokoh suatu komunitas, dengan menekankan bahwa 

individu dan masyarakat memperoleh keterampilan, pengetahuan, 

dan kekuatan yang cukup untuk memengaruhi kehidupan mereka 

sendiri dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. 

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai 

program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam 

pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi 

masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program 

ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan 

lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung 

untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.  
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PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat 

diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, 

mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam 

penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling 

prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan 

pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di 

bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan 

pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi 

bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. 

Data dilapangan ditemukan bahwa pada PNPM Unit 

Pengelolaan Keuangan Syariah (UPKS) Hijrah Mandiri Lhoknga 

akhir tahun 2022 jumlah kelompok yang aktif dalam PNPM 

sejumlah 85 kelompok, sedangkan jumlah pemanfaatnya terdapat 

416 orang. Namun, data tersebut dapat berubah setiap bulannya 

seiring habis hutang dan pengusulan hutang baru. Usaha setiap 

nasabah beraneka macam, tetapi kebanyakannya yaitu usaha 

kelontong, usaha kue basah, usaha kue kering, usaha jualan 

makanan dan minuman di laut dan usaha rotan. Di PNPM Unit 

Pengelolaan Keuangan Syariah (UPKS) Hijrah Mandiri Lhoknga 

tersebut ada beberapa tim pengawas yaitu tim BPUPK (Badan 

Pengawas Unit Pengelolaan Keuangan), BKAD (Badan Kerja 

Sama Antar Desa), tim verifikasi yaitu mengkontrol angsuran 
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adanya masalah atau hambatan dan juga melihat kelayakan 

permintaan utang nasabah tersebut dan yang terakhir tim 

pendanaan yaitu pihak yang mencairkan dana. Apabila ada nasabah 

yang menunggak, maka pihak PNPM tersebut akan langsung 

menemui nasabah dan melakukan musyawarah dengan nasabah 

bagaimana untuk penyelesaian utangnya, dari pihak PNPM 

memberikan pengayoman untuk nasabah supaya nasabah juga tidak 

terburu-buru dikondisi yang tidak memungkinkan atau kondisi 

yang ekonomi nya menurun. 

Dalam PNPM yang dimaksud manusia berdaya adalah 

ketika manusia mampu berbuat sesuai harkat dan martabat mereka 

dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai 

masyarakat dalam kehidupan sosial. Dengan demikian kepedulian 

terhadap sesama merupakan salah satu indikator pemberdayaan. 

Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dalam konteks PNPM 

harus dilandasi pada pencarian orang-orang baik, pengorganisasian 

orang-orang baik hingga dapat mengoptimalkan tingkat 

penyelesaian pada tataran-tataran berikutnya.  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di 

daerah pedesaan. Di bawah unit pelaksana kegiatan simpan pinjam 

perempuan (UPKS), seperti PNPM Hijrah Mandiri di Kecamatan 

Lhoknga, program ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, 

antara lain pemberian pinjaman modal usaha tanpa agunan kepada 
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kelompok perempuan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan 

kelompok usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

melalui pelatihan manajemen keuangan dan usaha. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri secara 

ekonomi dan memiliki keterampilan yang menunjang usaha 

produktif. Dalam perspektif maqashid syariah, program-program 

tersebut relevan karena mendukung pemeliharaan harta (hifz al-

mal), peningkatan kualitas akal (hifz al-‘aql) melalui edukasi, serta 

perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dengan membuka akses terhadap 

penghidupan yang layak. Melalui pendekatan partisipatif, 

masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek 

pembangunan, sehingga nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan 

tanggung jawab sosial dapat terwujud. Dengan demikian, kegiatan 

UPKS PNPM Hijrah Mandiri tidak hanya berkontribusi terhadap 

kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendorong tercapainya tujuan 

syariah secara menyeluruh. 

Dari hasil wawancara dengan nasabah, sebelum meminjam 

dana dari UPKS PNPM, sebagian besar masyarakat khususnya 

perempuan pelaku usaha mikro mengalami berbagai keterbatasan, 

seperti kurangnya modal usaha, minimnya keterampilan 

manajemen keuangan, serta akses yang terbatas terhadap lembaga 

keuangan formal. Kondisi ini membuat usaha mereka berjalan 

secara tradisional dan tidak berkembang secara optimal. Selain itu, 

sebagian dari mereka mengalami ketergantungan pada rentenir 

dengan sistem bunga tinggi, yang justru menambah beban ekonomi 
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mereka. Namun setelah mendapatkan pinjaman dari program 

simpan pinjam PNPM, disertai dengan pelatihan dan 

pendampingan, masyarakat mulai merasakan perubahan positif. 

Modal usaha yang diperoleh dimanfaatkan untuk mengembangkan 

usaha kecil seperti warung, kerajinan, pertanian, atau usaha rumah 

tangga lainnya. Selain itu, pendampingan yang berkelanjutan 

membantu mereka dalam mengelola keuangan usaha dan 

meningkatkan produktivitas. Dampaknya terlihat dari peningkatan 

pendapatan, kemandirian ekonomi, serta kepercayaan diri yang 

lebih tinggi, khususnya di kalangan perempuan. Dalam perspektif 

maqashid syariah, perubahan ini mencerminkan keberhasilan 

program dalam menjaga dan meningkatkan aspek harta (hifz al-

mal), akal (hifz al-‘aql), dan jiwa (hifz al-nafs) masyarakat. 

Penelitian Jan, Hasan dan Janis (2023) tentang Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya 

simpan pinjam, tidak sesuai sistem Ekonomi Syariah karena di 

dalam pemberian pinjaman terdapat sistem bunga pada 

angsurannya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan 

memodifikasi model, menambahkan variabel, ataupun merubah 

variabel untuk mengetahui dampaknya terhadap upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya 

yang dilakukan oleh Pratami (2019) mengenai upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat berpendapat bahwa masih terdapat 

masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan PNPM di lapangan, 

yaitu kredit macet dan telatnya pengembalian uang setiap bulannya, 
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sehingga perlu dilakukan penelitian ulang tentang faktor-faktor 

lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Kemudian, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh 

Sinaga, Tarigan, dan Dewi (2019) pada kasus upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui PNPM menemukan bahwa 

peranan PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran 

PNPM Mandiri yang menjalankan tugas dan fungsi dengan baik 

sesuai dengan standar alur prosedur. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Jan, Hasan, dan Janis (2023). 

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

terletak pada fokus kajiannya, yaitu meninjau kembali peran 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dari 

perspektif Maqashid Syariah. Selain itu, perbedaan lainnya terletak 

pada unit dan lokasi penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam (UPKS) PNPM 

Hijrah Mandiri, sementara lokasi penelitian berada di Kecamatan 

Lhoknga. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Ditinjau Dari Perspektif 

Maqashid Syariah (Studi pada UPKS PNPM Hijrah Mandiri 

Kecamatan Lhoknga)”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah 

dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana peran Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Hijrah Mandiri dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lhoknga? 

2. Bagaimana implementasi dan kontribusi program PNPM 

Hijrah Mandiri ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah 

dalam upaya pemberdayaan masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:  

1. Untuk mengetahui peran Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Hijrah Mandiri dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lhoknga 

2. Untuk mengetahui implementasi dan kontribusi program 

PNPM Hijrah Mandiri ditinjau dari perspektif Maqashid 

Syariah dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis (Operasional) 

a. Bagi PNPM, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

informasi dan bahan pertimbangan mengenai perannya 
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dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta 

sebagai sumber informasi terkait strategi dan kendala dalam 

pengembangan industri kecil maupun kontribusi PNPM 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

umum.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

yang lebih dalam tentang bagaimana program 

pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri dapat 

berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dari sudut 

pandang Maqashid Syariah. Ini dapat menjadi landasan 

dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif 

dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam 

pengembangan model-model ekonomi syariah yang lebih 

inklusif dan berbasis masyarakat, sehingga mampu 

memperluas cakupan serta dampak positif ekonomi syariah 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

tujuan-tujuan Maqashid Syariah.  

2. Manfaat Teoritis (Akademis) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai peran 

PNPM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya 

ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, serta dapat dijadikan 

sebagai bahan bacaan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari 

tiap-tiap bab secara terperinci, singkat, dan jelas. Hal ini 

diharapkan dapat mempermudah dalam memahami isi penelitian. 

Adapun sistematika pembahasan penelitian akan diuraikan dibawah 

ini. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang 

merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan 

dengan penelitian, temuan penelitian terkait, model 

penelitian atau kerangka berpikir, serta 

pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi 

penelitian, informan penelitian, sumber data, subjek 

dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisis data.  
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang paparan data dan 

hasil penelitian serta diskusi hasil penelitian tentang 

isi dari skripsi   

BAB V  PENUTUP  

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi 

yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian yang diharapkan bisa memberikan 

manfaat bagi penulis dan pihak yang 

berkepentingan.   

  


